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HALAMAN 11

__ TAJUK RENGANA
Di Balik Pengunduran Diri Airlangga

DUNIA Politik di Tanah Air
geger menyusul pengunduran diri
Airlangga Hartarto sebagai Ketua
Umum Partai Golkar. Pengun-
duran diri Airlangga diumumkan
melalui video resmi Partai Golkar
di Jakarta, Minggu (11/8). Air-
langga menjelaskan alasan peng-
unduran dirinya karena ingin
menjaga keutuhan Partai Golkar
dan memastikan stabilitas selama
transisi pemerintahan dari Pre-
siden Jokowi ke Presiden terpilih
Prabowo Subianto (KR 12/8).

Pengunduran diri Airlangga
Hartarto tentu menimbulkan ba-
nyak pertanyaan, baik dari kala-
ngan internal maupun eksternal.
Apalagi, pengunduran diri itu
terkesan mendadak, tanpa kon-
sultasi dengan para petinggi
Partai Golkar. Wajar bila kemudi-
an muncul spekulasi ada masalah
dalam tubuh partai berlambang
pohon beringin ini. Pengunduran
diri Airlangga seolah mengonfir-
masi anggapan selama ini bahwa
di internal Partai Golkar terjadi
perpecahan.

Namun, buru-buru Ketua De-
wan Pakar Partai Golkar Agung
Laksono membantah spekulasi
tersebut. Agung menyebut peng-
unduran diri Airlangga murni inisi-
atif pribadi, tak ada tekanan dari
partai. Golkar menurutnya tetap
solid. Benarkah apa yang disam-
paikan Agung Laksono ? Belum
sampai 1 x 24 jam sejak pengun-
duran diri Airlangga, sejumlah
poster maupun baliho bertebaran
bertuliskan Deklarasi Gibran
Rakabuming Raka for Ketum
Golkar 2024-2029 dari Koalisi
Muda Pembaharuan Golkar
(KMPG).

Orang awam pun mudah mem-
baca keterkaitan pengunduran
diri Airlangga dengan poster yang
disertai foto putera Presiden
Jokowi itu. Sampai-sampai
Sekjen PDI Perjuangan Hasto
Kristiyanto menyebut munculnya
poster Gibran menjadi Ketum
Golkar menunjukkan suatu motif
politik. Hasto berharap setiap par-
tai politik dapat menjaga kedaula-
tan partai. Meski tidak secara eks-

plisit menyebut kepentingan poli-
tik tertentu, Hasto menengarai
ada kepentingan kekuasaan da-
lam pengunduran diri Airlangga.

Sepertinya Hasto tidak yakin
bahwa pengunduran diri Airlang-
ga murni keinginan pribadi, me-
lainkan ada kekuatan lain yang
memaksanya untuk mundur.
Namun, dalam konteks politik,
pengunduran diri ketua umum
partai politik, selalu saja terkait de-
ngan kepentingan politik. Nama-
nya saja partai politik, wajar bila di
dalamnya sarat kepentingan poli-
tik. Hanya saja akan menjadi
masalah ketika keputusan yang
diambil tidak berlandaskan pada
prinsip-prinsip demokrasi yang
selama ini dijunjung tinggi partai
politik.

Memang tidak mudah mem-
buktikan adanya tekanan maupun
campur tangan pihak-pihak ter-
tentu dalam pengunduran diri
Airlangga Hartarto. Suara yang
berkembang di lingkup internal,
Airlangga dianggap gagal dalam
pencalonan dirinya sebagai calon
presiden yang diusung Partai
Golkar pada Pilpres 2024-2029.

Tak hanya itu, Airlangga juga
dikait-kaitkan dengan kasus ko-
rupsi izin ekspor CPO yang
merugikan negara Rp 6,47 triliun.
Seperti diketahui, Airlangga per-
nah diperiksa Kejaksaan Agung
pada 24 Juli 2023. Dimungkinkan
yang bersangkutan akan diperik-
sa lagi untuk pengembangkan ka-
susnya yang sampai saat ini su-
dah  memasuki  penyidian.
Akankah Airlangga dibidik seba-
gai tersangka dalam kasus terse-
but, kita tak bisa menduganya.

Kita hanya meyakini bahwa ka-
sus hukum akan berkelindan de-
ngan kasus politik, sehingga ke-
duanya tak dapat dipisahkan. Di
balik itu, siapapun pengganti
Airlangga, disebut-sebut kandidat
kuatnya Agus Gumiwang, tetap
akan mendukung pemerintahan
baru di bawah kepemimpinan
Prabowo Subianto-Gibran Raka-
buming Raka. Pun ini akan
memuluskan transisi dari peme-
rintah Jokowi ke Prabowo. [-d
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Alat Kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja?

PP Nomor 28 Tahun 2024, telah
diteken Presiden Joko Widodo 26 Juli
2024 lalu. Salah satu pasalnya berisi
Upaya Kesehatan sistem reproduksi
usia sekolah dan remaja. Salah satu
dari upaya tersebut adalah penyedi-
aan alat kontrasepsi. Kesimpulan ini
jelas dengan membaca Pasal 101
sampai dengan 103. Bunyi Pasal 101
ayat (1) Upaya Kesehatan sistem re-
produksi sesuai siklus hidup seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 100
huruf a meliputi: a. Kesehatan sis-
tem reproduksi bayi, balita, dan anak
prasekolah; b. Kesehatan sis-
tem reproduksi usia sekolah
dan remaja; c. Kesehatan sis-
tem reproduksi dewasa; d.
Kesehatan sistem reproduksi
calon pengantin; dan e.
Kesehatan sistem reproduksi
lanjut usia. Pasal 101 ayat (2)
Upaya Kesehatan sistem re-
produksi sesuai siklus hidup
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pencegahan
dan pelindungan organ dan
fungsi reproduksi agar terbe-
bas dari gangguan, penyakit,
atau kedisabilitasan. Pasal 101
ayat (3) Upaya Kesehatan sis-
tem reproduksi sesuai siklus
hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan de-
ngan memperhatikan hal spe-
sifilk dan tahapan perkem-
bangan pada masing-masing
sistem reproduksi perempuan
dan laki-laki.

Pasal 102 berisi Upaya Kesehatan
sistem reproduksi bayi, balita, dan
anak prasekolah. Pasal 103 berisi
upaya Kesehatan sistem reproduksi
usia sekolah dan remaja. Penyediaan
Alat Kontrasepsi tertulis dalam
salah satu ayat pasal 103, yakni Ayat
(4). Ayat ini berisi Pelayanan
Kesehatan reproduksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedi-
kit meliputi: a. deteksi dini penyakit
atau skrining; b. pengobatan; c. reha-
bilitasi; d. konseling; dan e. penyedi-
aan alat kontrasepsi. Jadi jelas ada

Khoiruddin Nasution

teks yang menyebutkan épenyediaan
alat kontrasepsii.

Berdasarkan teks ini tidak salah
menyimpulkan bahwa salah satu
Upaya Kesehatan sistem reproduksi
usia sekolah dan remaja yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah dengan menyediakan alat ko-
trasepsi. Teks inilah yang menjadi
kontraversi di kalangan masyarakat.
Sebab teks ini jelas-jelas menyebut

salah satu Upaya Kesehatan sistem
reproduksi usia sekolah dan remaja
adalah menyediakan alat kontrasep-
si. Respons terhadap kegaduhan ini
muncullah penjelasan, di antaranya

dari Juru Bicara Kementerian
Kesehatan, dr Mohammad Syahril
SpP MPH, bahwa penyediaan alat
kontrasepsi tidak ditujukan untuk
semua remaja, melainkan hanya di-
peruntukkan bagi remaja yang su-
dah menikah. Tujuan penggunannya
adalah menunda kehamilan ketika
calon ibu belum siap, baik karena
alasan ekonomi atau kesehatan.

Berdasar penjelasan ini maka jelas
tujuan penyediaan alat kontrasepsi
hanya diberikan kepada pasangan
remaja yang sudah menikah namun
belum siap hamil. Tujuan penggu-
naannya untuk dapat menunda ke-
hamilan hingga umur yang aman un-
tuk hamil. Sebab perkawinan dini
riskan terhadap kematian ibu dan
bayi. Risiko anak yang dilahirkan
dari pasangan pernikahan dini akan
menjadi stunting juga sangat tinggi.
Hanya saja teks PP ini jelas dapat
memunculkan multitafsir, dan itu
yang terjadi. Salah satu
tafsirnya seolah pemerintah
melegalkan penggunaan alat
kontrasepsi bagi anak usia
sekolah dan remaja.

Berdasarkan fakta adanya
kontraversi memahami pasal
103 ini, dan merupakan lan-
jutan dari pasal 101, berarti
pasal dan ayat ini membu-
tuhkan penjelasan, tidak
seperti yang tertulis sekarang,
cukup jelas. Untuk mene-
gaskan, dengan begitu, perlu
penjelasan dalam Penjelasan
Atas peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2024 Tentang Per-
aturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan. (-d

KR-JOKQ SANTOSQ

*) Prof Dr Khoiruddin
Nasution, guru besar Hukum
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan Pengajar Fak

Hukum UII Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email : opini-
kr@gmail.com dengan panjang tulisan
antara 550 - 600 kata, dengan mengisi
subjek mengenai isu yang ditulis serta
jangan lupa menampilkan fotocopy
identitas. Terimakasih.

Standardisasi Pengelolaan Tambang

PENGURUS Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah telah menyata-
kan kesiapan menerima konsesi tam-
bang. Dua ormas keagamaan terbe-
sar di Indonesia ini akan mengelola
industri ekstraktif dengan cara-cara
yang baik, sehingga dampak kemas-
lahatan umat lebih besar dari mafsa-
datnya.

Perdebatan figih dan kajian ilmiah
pengelolaan tambang perlu segera di-
alihkan, dengan merumuskan formu-
lasi komprehensif untuk menghin-
dari dampak-dampak negatif yang di-
khawatirkan. Beberapa pemikiran
telah mengkaji hubungan bisnis tam-
bang dengan pengelolaan keuangan,
pemberdayaan sumber daya manu-
sia, dan pemanfaatan teknologi infor-
masi.

Berdasarkan perdebatan yang su-
dah terjadi, kekhawatiran publik ter-
hadap penerimaan konsesi tambang
oleh PBNU dan PP Muhammadiyah
berkisar pada empat aspek; lingkung-
an, sosial, psikologi dan religi. Seba-
gai industri ekstraktif, bisnis tam-
bang dipastikan menyebabkan keru-
sakan lingkungan yang parah.
Dampak kerusakan lingkungan an-
tara lain menghilangnya keragaman
hayati, diversifikasi flora dan fauna,
pencemaran dan polusi.

Kerusakan lingkungan menjadi
preseden bagi kerusakan kultural
dan sosial, di mana masyarakat ter-
dampak akan kehilangan ruang-ru-
ang kebudayaan, lahan pertanian
dan perkebunan, masuknya budaya
industrial, dan merebaknya amorali-
tas di sekitar lokasi pertambangan,
seperti perjudian, minuman keras,
dan prostitusi. Intinya, kehidupan
metropolitan beserta turunannya
akan menggantikan kehidupan tradi-
sional pedesaan.

Ketika kerusakan lingkungan dan
sosio-kultural, manusia secara teolo-
gis dinilai telah gagal mengemban
amanah sebagai Khalifah Tuhan di
muka bumi, yang ditugasi mengelola
bumi untuk memakmurkan, bukan
kerusakan. Secara teologis, pendek-
atan antroposentrisme dan teosen-
trisme harus seimbang. Dalam antro-
posentrisme, manusia memang me-
mang berhak mengelola bumi.
Namun, dalam teosentrisme, bukan
mengandung sakralitas yang harus
dijaga dan dihormati. Industri tam-

Aulia Faqih

bang batubara bisa merusak keseim-
bangan ini.

Untuk menghindarkan bisnis sum-
ber daya alam ini dari empat dampak
terburuknya (lingkungan, sosiologi,
psikologi, dan religi) bukannya tidak
mungkin sama sekali. Namun me-
mang memerlukan upaya-upaya pe-
ngembangan standarisasi pengelola-
an tambang secara syar’i. Pengem-
bangan standarisasi didasarkan tu-
juan-tujuan syariat, yang dikenal se-
bagai Maqasid Syariah (MS). Ada
peluang besar mengingat MS sendiri
menyoal perkara lingkungan (Hifzu-
al-Biiah).

Operasionalisasi Hifdz-al-Bi'ah

Upaya untuk mengkolaborasikan
maqasid syariah dan bidang-bidang
lain sudah banyak dilakukan, misal
dalam perbankan syariah terdapat
Islamicity Disclosure Index (IDI),
Ethical Identity Index (EII), Maqasid
Index (M1), dan Maqasid al-Syariiah
Index (MSI). Islamic Human Develop-
ment Index (I-HDI) merupakan salah
satu alat ukur yang digunakan untuk
mengetahui dan mengukur pemba-
ngunan manusia dalam perspektif
Islam.

Contoh terbaru misalnya Maqasid
Syariiah Software Development Index
(MSSDI) yang menjawab kebutuhan
dunia industri terhadap standar
Islam bagi proses pengembangan
software dengan mencoba membuat
standar yang menggabungkan

Begitu pula dalam mempertim-
bangkan Magashid Syariah, khusus-
nya hifz-al-bi’ah (menjaga lingkung-
an), NU dengan Lembaga Bahtsul
Masail-nya maupun Muhammadiyah
dengan Majelis Tarjih-nya meru-
pakan stakeholders utama, di mana
nilai-nilai ideal pengelolaan tambang
menurut dua lembaga kajian yang
harus mampu mengoperasionalkan
hifzu-al-bi’ah dalam sebuah standar
pengelolaan tambang sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada je-
maah.

Tentu saja untuk menghasilkan
standar yang selaras dengan nilai-ni-
lai keislaman, khususnya kultur NU
dan Muhammadiyah, diperlukan
adanya kerja bersama para ahli di
segala bidang. Para pakar agama rep-
resentasi NU atau Muhammadiyah
duduk bersama dengan para ahli
tersebut.

Ketika standar pengelolaan tam-
bang yang memuat nilai-nilai keisla-
man ini tercipta, pengukuran penge-
lolaan tambang akan lebih mudah.
Pada puncaknya, proses produksi da-
lam industri ekstraktif ini akan men-
datangkan maslahat yang lebih be-
sar dari mafsadatnya. Jika selama
ini publik menilai industri ekstraktif
lebih banyak mendatangkan mafsa-
dat atau kerusakan, maka bisa
dipastikan hasil pengukuran dari
standar ini dapat menjadi alat kon-
trol publik. (-d

*) Aulia Faqih, Dosen UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

1S0-16326:2019 dan CMMI dev
3.0 dengan Magqasid Syariah.
Dalam MSSDI pengembangan
software menurut standar ISO
16326:2019 salah satu poinnya

Gibran for Ketum Golkar.
harus mempertahankan sega- . )
. . . -- Rakyat kian cerdas, ada apa di
la kepentingan dan informasi
balik itu.

bagi stakeholder.

Maka ketika pihak stake-
holder di sini adalah PBNU
dan PP Muhammadiyah, as-
pek-aspek tradisionalisme ke-
pesantrenan ala NU dan Is-
lamisme berkemajuan ala Mu-
hammadiyah haruslah menja-

di standar pokok yang diinte- | Rp 160 juta.
grasikan. Dengan demikian -- Perlindungan data masih wa-
standar pengelolaan tambang | ¢ana.

yang dihasilkan tidak menyim-
pan dari nilai-nilai dasar NU

Airlangga mundur, muncul poster

Pemda DIY perketat izin pemanfaatan
TKD.
-- Pengawasan juga diperketat.

Data BKN diduga diretas, ditawarkan
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maupun Muhammadiyah.



